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J I H ∽ DE’JURE Redaksi 

 
Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa 

 Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang 
dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. 
Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual 
di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, konseptual dalam tataran 
teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan 
pemerintahan daerah serta analisis hal-hal lainnya di bidang ilmu hukum 
yang tidak dapat terlepas sebagai ilmu pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum 
“De’Jure”  merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan 
civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya 
maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum 
Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis 
lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan 
kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, 
penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. 
 Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” telah memiliki International Standard 
Serial Number-ISSN (Nomor Seri Standar Internasional) sebagai sebuah 
nomor khusus yang sering digunakan untuk mengidentifikasikan setiap 
publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015. 
03. Volume perdana ini diyakini dapat memberikan sentuhan dan warna 
baru di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Indonesia. 
Harapan Tim Redaksi yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran/ 
gagasan pada pembaharuan Hukum Indonesia dan setidak-tidaknya 
memberikan secerca sinar terang dalam hutan belantara nan gelap sebagai 
ungkapan terhadap pengaturan dan penerapan Hukum Indonesia dengan 
keyakinan Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila. 
 Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis 
tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Abdul 
Atsar yang menelaah tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan 
Tradisional Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Implikasinya 
Bagi Bangsa Indonesia” di mana Pemerintah harus bekerja sama dengan 
stake holders lainnya melakukan upaya pendataan (data base) dan repertori 
(perbendaharaan) terhadap pengetahuan tradisional atau traditional 
knowledge milik bangsa Indonesia seutuhnya dalam mengejawantahkan 
nilai-nilai kearifan budaya yang berbasis kelokalan. 
 Kedua, terdapat tulisan dari Davina Oktivana yang berjudul “Dampak 
Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind di Kawasan Dasar Laut dan 
Samudera yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional serta Pemanfaatan 
Sumber Daya Mineral di Kawasan Tersebut Berdasarkan Hukum 
Internasional” konsep benefit for mankind dan benefit sharing dalam kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta pemanfaatan sumber 
daya non-hayati khususnya sumber daya mineral dengan menerapkan 
prinsip Common Heritage of Mankind. Ketiga, tulisan dari Hartanto yang 
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berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai 
Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang 
membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna teknologi 
informatika yang merupakan korban dari pelaku cyber crime belum efektif 
mengendalikan pelaku cyber crime hal ini bisa dilihat dari masih maraknya 
tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan dengan teknologi 
informatika. Keempat, tulisan dari Holyness N. Singadimedja dan Eidy Sandra 
yang berjudul “Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan 
Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”. Tulisan 
tersebut menekankan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik 
(menggunakan ragam bahasa keilmuan) dan benar (menggunakan kaidah 
berbahasa yang benar) merupakan syarat mutlak dalam penulisan karya 
ilmiah. Ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri tertentu, demikian pula 
susunan kalimat, gramatika, penggunaan istilah yang tepat dan penggunaan 
ejaan maupun tanda baca yang tepat sangatlah penting dalam suatu karya 
tulis. Kelima, Oci Senjaya yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang 
berjudul “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan 
Tindak Pidana Pencucian Uang” di mana mempersoalkan tentang laporan 
hasil analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) berguna untuk memberikan beberapa laporan rekening 
mencurigakan yang dimiliki para pejabat negara atau individu merupakan 
alat bukti dalam konteks Hukum Acara Pidana.  
 Keenam, sebagai pemberi sumbangsi pertama di Indonesia yang 
mengkaji dan menganalisis keseluruhan pengaturan tentang kedudukan 
Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (DPR-RI) berdasarkan 
tinjauan normatif yaitu Pamungkas Satya Putra yang berjudul “Kewenangan 
Mahkamah Kehormatan Dewan  Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” yang menegaskan 
bahwa MKD merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan 
bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Ketujuh, hasil penelitian Rani 
Apriani yang berjudul “Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang 
Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Kerja Ditinjau Dari 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” memberi-
kan pandangan bahwa motivasi utama seorang pekerja dalam melakukan 
suatu pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah di mana akan timbul 
permasalahan ketika pekerja merasa telah menghasilkan pekerjaan yang 
melebihi standar yang telah diperjanjikan, akan tetapi mendapatkan upah 
yang sama dengan pekerja lainnya. Bonus dikelompokkan sebagai pendapat-
an bukan upah yang diberikan oleh perusahaan guna mendorong pekerja 
lebih disiplin, rajin, produktif dan dapat menambah penghasilan pekerja 
yaitu dengan cara pemberian bonus kepada pekerja yang bekerja secara 
optimal. 
 Kedelapan, Deni Nuryadi selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang memberikan 
kontribusi tulisan yang berjudul “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
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Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945” 
dengan menganalisis tentang implementasi terhadap pengaturan dan proses 
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia 
merupakan persepsi dilematis dan menciptakan suatu paradoks dialektis 
secara konsepsional dengan konsep pengaturan yang jelas bukan 
berdasarkan mekanisme case by law, akan tetapi melalui pembentukan 
produk hukum yang baik (good legislation). Kesembilan yaitu Margo Hadi 
Pura yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul “Kebijakan 
Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan tentang 
Mendulang Emas Secara Tradisional yang Mengakibatkan Pencemaran dan 
Menelan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor 
Bogor)” dengan analisis kritis terhadap penerapan serta pengawasan yang 
tidak aplikatif oleh aparatur setempat untuk mencegah terjadinya kegiatan 
pertambangan ilegal tersebut (illegal mining). Tulisan kesepuluh ada tulisan 
dari Candra Hayatul Iman dan Wulansari yang berjudul “Kebijakan 
Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya 
Penanggulangannya Terhadap Hak-Hak Anak Di Indonesia” di mana upaya 
pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak 
anak di Indonesia, setiap daerah memiliki pengaturan khusus yang mengatur 
tentang Perlindungan Anak yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah serta 
dibentuknya lembaga-lembaga khusus menangani pelanggaran hak-hak anak 
di daerah. 
 Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurang-
an yang merupakan kelemahan tersendiri baik dari segi desain cetak, 
substansi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Tim Redaksi memohonkan maaf 
yang sebesar-besarnya. Demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya, 
tim berharap dengan segala hormat, menerima saran dan pendapat serta 
kritikan dari para pembaca yang budiman. 
 Akhir kata Tim Redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal edisi ini 
dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai 
dinamika pengaturan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga 
bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar hukum. Semoga 
penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud 
pengembangan diri para penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dan mewarnai ide dan saran membangun Hukum 
Indonesia. Dalam kesempatan ini Tim Redaksi memberikan ucapan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Civitas Akademika 
Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang 
sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang padat. Semoga 
Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya. 
 
Selamat membaca! 

           
 Tim Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” 
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